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2FUNGSI BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN MODERN

Sumber: Michael G. Roskin, et al.
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3Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT)

Daya Saing
S-1 Administrasi Rumah Sakit
1. Program Studi:
- Hanya 4 Perguruan Tinggi

se-Indonesia
2. Akreditasi:
- Satu-satunya dengan

akreditasi B
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Visi dan Misi Prodi S-1 Administrasi RS
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Jenis/Status Kepegawaian
di Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jenis/Status Kepegawaian
di Pemerintah Provinsi Jawa Timur

50.294 orang

PNS
5.616 Pegawai BLUD

3.893 PTT-PK
(Non PNS)
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11Potensi SDM

Struktur
Organisasi

• Sekretariat Daerah
• Dinas
• Badan
• Kantor
• Rumah Sakit (Instansi BLUD)
• SMA/SMK

SDM

• 2.202 PNS pensiun Tahun 2018
• Pegawai BLUD Non PNS

• Rekrutmen ??

PERMASALAHAN
YANG ADA

TERBATASNYA
INFORMASI PETA

KEKUATAN
PEGAWAI

TERBATASNYA
KEBIJAKAN

PENEMPATAN
TENAGA DI “DAERAH

PINGGIRAN”

BELUM
MERATANYA

PENYEBARAN
TENAGA

TERBATASNYA
KEMAMPUAN
SDM DALAM
MANAJEMEN
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Instansi BLUD Rumah Sakit dan UPT Dinkes

RSUD:
 RSUD dr. Soetomo Surabaya
 RSU Haji Surabaya
 RSJ Menur Surabaya
 RSUD dr. Saiful Anwar Malang
 RSUD dr. Soedono Madiun

UPT Dinas Kesehatan:
 RS Kusta Glagah Mojokerto
 RSU Karsa Husada Batu
 RS Paru Jember
 RS Paru Dungus Madiun
 RS Paru Surabaya
 RS Paru Manguharjo Madiun
 RSU Mohammad Noer Pamekasan
 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang
 RS Mata Masyarakat Jawa Timur Surabaya
 RS Kusta Kediri
 Akademi Gizi Surabaya
 Akademi Kemasyarakatan Madiun

Peluang Karier S-1 Administrasi Rumah Sakit

Jabatan:
Administrator Kesehatan
Pengelola pelayanan kesehatan
Perencanaan, Keuangan dan SDM
Pengelola Kepegawaian
Penyusunan Program
Evaluasi dan Pelaporan

 Sujatmiko, Alumni 2016, PNS
RSUD Soetomo

 Herlinda Vira Safitri, Pegawai BLUD
Non PNS RSU Haji



08/11/2018

8



08/11/2018

9

PERENCANAAN SDM

setiap tahun menyusun perencanaan kebutuhan pegawai
Pegawai sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan Analisis
Kebutuhan :

mengutamakan pada kebutuhan pegawai berdasarkan
peta jabatan;

Kebutuhan tenaga pegawai harus memperhatikan kondisi
riil PNS yang ada, baik segi jumlah, jenis dan kualifikasi;

Tidak ditempatkan pada posisi jabatan utama/strategis yang
menyangkut dengan kerahasiaan negara, melainkan pada
jabatan teknis dan penunjang.

PERAN DALAM PERENCANAAN DAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

1. Mapping Ketenagaan
2. Menganalisis Kebutuhan Tenaga Kesehatan
3. Merencanakan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
4. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan, melalui:

a) Tugas Belajar
b) Rekruitment Pegawai BLUD Non PNS
c) Penempatan Internsip
d) Penempatan Residen Senior
e) Penugasan khusus
f) Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)
g) Rekruitment Tenaga Kesehatan kontrak
h) Kerjasama dengan pihak Pendidikan terutama untuk memenuhi Tenaga Strategis
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Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

15:00

 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan. (Pasal 1).

 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab terhadap perencanaan, pengadaan, dan
pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan
kebutuhan (Pasal 4)

1. Memberikan rekomendasi izin pendirian Pendidikan
Tinggi dan Menengah Bidang Kesehatan

2. Memberikan Rekomendasi terhadap rekruitment
peserta didik Pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai
Kuota Nasional

3. Pembinaan Teknis (muatan lokal terkait Program
Unggulan Bidang Kesehatan, lahan praktek) ke Institusi
Pendidikan Tenaga Kesehatan

4. Pembinaan terhadap Organisasi Profesi (OP)
5. Pendataan terhadap Kepemilikan STR, SIK dan SIP

STR untuk semua tenaga kesehatan
SIP bagi nakes yang permenkesnya sudah keluar

6. Optimalisasi peran dan fungsi Majelis Tenaga
Kesehatan Propinsi  (MTKP)

15:00
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Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
http://bkd.jatimprov.go.id


